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ABSTRAK

Tesis ini bertujuan menjelaskan dualisme otoritas dalam penyelenggaraan
sertifikasi halal di Aceh yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga otoritas
nasional dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga
otoritas lokal berbasis kekhususan daerah. Tesis ini menyoroti bagaimana
ketegangan kewenangan tersebut berlangsung dalam praktik penyelenggaraan
sertifikasi jaminan produk halal di Aceh serta dinamika politik-hukum yang
melatarbelakangi bertahannya dua sistem otoritas dalam satu wilayah administratif.
Selain itu, tesis ini juga mengkaji sejauh mana lembaga pusat dan lokal
mempertahankan legitimasi institusionalnya dalam proses sertifikasi halal, baik
melalui regulasi maupun praktik sosial kelembagaan.

Diskusi tentang sertifikasi jaminan produk halal selama ini banyak berfokus
pada implementasi administratif dan prosedural sesuai UU No. 33 Tahun 2014.
Tesis ini memperluas diskursus tersebut ke wilayah relasi kuasa, legitimasi, dan
resistensi dalam konteks hubungan antara negara pusat dan daerah. Penelitian ini
berkontribusi pada kajian otoritas Max Weber, hegemoni Antonio Gramsci, serta
resistensi sosial Pierre Bourdieu. Tesis ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah
studi lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara, dokumentasi peraturan,
serta arsip media, baik cetak maupun daring.

Tesis ini berargumen bahwa dualisme otoritas dalam penyelenggaraan
sertifikasi jaminan produk halal di Aceh bersumber pada dualisme hukum yang
digunakan oleh masing-masing lembaga, BPJPH berlandaskan UU No. 33 Tahun
2014, sementara MPU Aceh berpijak pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016.
Perbedaan dasar hukum ini melahirkan bentuk resistensi dua arah, di mana BPJPH
meresistensi eksistensi otoritas lokal MPU Aceh yang terlebih dulu mapan dengan
mengedepankan logika hukum nasional dan standardisasi tunggal, sementara MPU
Aceh merespons dengan penolakan terhadap subordinasi dan mempertahankan
otoritasnya melalui prinsip lex specialis kekhususan Aceh, ini yang disebut
resistensi dua arah dalam tesis ini. Kondisi tersebut menciptakan kontestasi
legitimasi yang memperlihatkan adanya tarik menarik otoritas antara pusat dan
daerah dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Dualisme Hukum, BPJPH, MPU Aceh, Hegemoni,
Resistensi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini mengkaji bagaimana kebijakan standarisasi halal nasional memicu
resistensi dari otoritas halal di tingkat lokal yang memiliki dasar hukum yang sah.
Penulis memposisikan sertifikasi halal ke dalam diskursus relasi pusat-daerah
dalam konteks otonomi khusus Aceh. Tidak seperti di daerah lain, penelitian ini
melihat adanya pertarungan otoritas sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas nasional dengan Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai otoritas lokal.! Bahkan sertifikasi
halal di Aceh telah berada pada situasi yang ambivalen artinya dihadapkan pada dua
kemungkinan atau pilihan yang sulit diselaraskan. Di satu sisi, dengan hadirnya UU
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,> negara berupaya untuk
menyeragamkan sistem jaminan produk halal secara nasional. Namun di sisi lain,
kebijakan tersebut berbenturan dengan otoritas lokal yang juga memiliki legitimasi
melalui Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal,® yang
berasas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

(UUPA) 4

1“Selanjutnya, untuk menghindari pengulangan yang berlebihan, istilah Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal disingkat menjadi BPJPH. Istilah Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh disingkat menjadi MPU Aceh. Adapun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan
Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh akan disingkat menjadi LPPOM MPU.

ZUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Sekretaris
Negara Republik Indonesia, 2014.

3“Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.” Pemerintah
Aceh, 2016.

4“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.” Sekretaris Negara
Republik Indonesia, 2006.



Dinamika relasi antara dua otoritas tersebut menunjukkan pola yang
fluktuatif yang tidak stabil atau cenderung berubah-ubah. Pada September 2021,
kedua lembaga ini sempat mencapai kesepakatan untuk melakukan sinkronisasi
dalam pelaksanaan sertifikasi halal.> Namun, harmonisasi tersebut tidak bertahan
lama. Pada Maret 2022, MPU Aceh menunjukkan penolakan terhadap penggunaan
logo halal baru yang dikeluarkan BPJPH.® Ketegangan semakin meningkat ketika
pada September 2022, MPU Aceh melaporkan adanya upaya pemangkasan
kewenangan sertifikasi halal di daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.’
Rangkaian kejadian ini merupakan respon terhadap implementasi UU Nomor 33
Tahun 2014 yang menjadikan BPJPH sebagai otoritas tunggal dalam sertifikasi
halal secara nasional.

Fenomena dualisme otoritas ini menarik untuk dikaji mengingat besarnya
potensi industri halal global. Pada tahun 2023, total pengeluaran konsumen Muslim
di berbagai sektor utama ekonomi Islam meliputi makanan halal, farmasi, kosmetik,
modest fashion, pariwisata ramah Muslim, serta media dan rekreasi tembus US$
2,43 triliun, dan diproyeksikan naik menjadi US$ 3,36 triliun pada 20282

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen muslim akan

SSugeng Pamuji, “BPJPH dan MPU Aceh Sepakat Sinkronisasi Pelaksanaan Sertifikasi
Halal,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021. https://kemenag.go.id/daerah/bpjph-dan-
mpu-aceh-sepakat-sinkronisasi-pelaksanaan-sertifikasi-halal-8xboxt. Diakses 25 Maret 2025.

®CNN Indonesia, “Majelis Ulama Aceh Tolak Pakai Logo Halal Kemenag.”
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220315134545-20-771438/majelis-ulama-aceh-tolak-
pakai-logo-halal-kemenag. Diakses 13 Maret 2025.

"Khairul, “MPU Adukan Pemangkasan Kewenangan Sertifikasi Halal di Daerah,” Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh, 2022. https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/mpu-adukan-
pemangkasan-kewenangan-sertifikasi-halal-di-daerah. Diakses 25 Maret 2025.

8Najmul Haque Kawsar, “State of the Global Islamic Economy 20257, https:/www.
dinarstandard. com/post/sgier-2024-25#:~:text=Malaysia%?20retained%20the%20top%20spot,
rose%2018%20places% 20t0%2025th. Diakses 4 Agustus 2025.



produk halal serta modernisasi sistem sertifikasi halal di berbagai negara. Indonesia
sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia tentu memiliki
kepentingan untuk mengambil peran dalam pasar halal global ini. Namun demikian,
potensi yang sedemikian besar tersebut justru menghadapi tantangan internal
berupa tumpang tindih otoritas, khususnya di Aceh. Dalam konteks nasional, Syafiq
melihat fenomena ini sebagai bagian dari proses syariatisasi struktural, di mana
negara mengambil alih peran yang sebelumnya didominasi oleh otoritas keagamaan
non-pemerintah. Dalam analisisnya, sistem berbasis masyarakat yang sebelumnya
dijalankan olen MUI melalui fatwa dan sertifikasi halal telah memberikan ruang
bagi pluralisme interpretasi hukum Islam. Namun, dengan diberlakukannya UU
Nomor 33 Tahun 2014, negara melalui BPJPH memonopoli kewenangan dalam
sertifikasi halal, yang mengarah pada centralization of religious authority.’
Sementara itu, ketegangan ini berakar pada pergeseran peran dan
kewenangan, di mana otoritas keagamaan tradisional lokal merasa eksistensinya
terancam oleh intervensi negara. Ichwan secara khusus juga menggarisbawahi
posisi unik MPU Aceh yang merepresentasikan transformasi otoritas ulama dari
informal menjadi formal melalui institusionalisasi.'® Hal ini menciptakan
perbedaan mendasar dengan MUI dalam posisi kelembagaan dan relasinya dengan
pemerintah. MPU Aceh, menurutnya, telah menjadi bagian integral dari

pemerintahan Aceh yang dilembagakan secara resmi melalui Qanun dan memiliki

Syafiq Hasyim, “The Politics of ‘Halal’: From Cultural to Structural Shariatisation in
Indonesia,” Australian Journal of Asian Law 22 (2022): 81-97.

¥Moch Nur Ichwan, Politik Otoritas Keagamaan: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 26 Tahun setelah Reformasi, Pidato Pengukuhan Guru
Besar dalam Bidang Sosial Politik Islam Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka UIN
Sunan Kalijaga (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), 22-23.



landasan hukum berdasarkan UUPA.! Posisi ini menciptakan dinamika kompleks
dalam relasi dengan BPJPH, tidak hanya menyangkut aspek kewenangan formal,
tetapi juga mencerminkan hubungan pusat-daerah dalam konteks desentralisasi dan
otonomi khusus Aceh.

Perspektif baru dalam diskusi ini ditambahkan oleh Junaidi yang melihat
fenomena ini sebagai bentuk kontestasi otoritas antara ulama dan negara.'?> Dalam
kajiannya tentang hubungan antara Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk
Halal Kementerian Agama, Junaidi mengidentifikasi adanya pola yang serupa
dimana terjadi tarik-menarik kepentingan antara otoritas keagamaan tradisional
dengan otoritas negara dalam pengelolaan urusan keagamaan. Analisis ini
memperkuat argumen bahwa dualisme otoritas sertifikasi halal di Aceh merupakan
bagian dari fenomena yang lebih luas tentang dinamika relasi ulama-negara dalam
konteks Indonesia kontemporer.

Tesis ini berargumen bahwa dualisme otoritas dalam sertifikasi halal di
Aceh berakar pada adanya dualisme hukum, di satu sisi Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menjadi dasar kewenangan lokal melalui MPU
Aceh, dan di sisi lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (UU JPH) yang menjadi landasan BPJPH secara nasional. Ketegangan
antara dua payung hukum ini melahirkan bentuk resistensi dua arah, BPJPH

menunjukkan resistensinya terhadap otoritas lokal MPU Aceh dengan

“Moch Nur Ichwan, “Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis
Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post- New Order Aceh,”
Journal of Islamic Studies 22, no. 2 (2011): 183-214.

2Junaidi, “Ulama, Negara, dan Kontestasi Otoritas: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama” (UIN Sunan Kalijaga, 2024). 108-
109.



mengedepankan klaim atas standar nasional, sementara MPU Aceh juga melakukan
resistensi terhadap kebijakan standardisasi nasional tersebut dengan merujuk pada

asas lex specialis yang melekat pada kewenangan keistimewaan Aceh.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini
mengajukan tiga rumusan masalah utama:
1. Bagaimana proses terbentuknya dualisme otoritas dalam sertifikasi halal
antara BPJPH dan MPU Aceh?
2. Bagaimana dinamika otoritas antara BPJPH dan MPU Aceh di tengah
pelaksanaan standarisasi halal nasional?
3. Bagaimana kebijakan standarisasi nasional menimbulkan resistensi dari MPU

Aceh dan sebaliknya resistensi BPJPH terhadap Standarisasi Halal MPU?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kewenangan dalam
sistem sertifikasi halal di Aceh, khususnya dalam konteks hubungan antara Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai otoritas lokal, dan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas negara. Pertama,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terbentuknya dualisme otoritas
dalam sistem sertifikasi halal di Aceh. Fokus analisis mencakup dimensi historis,
regulatif, dan kelembagaan yang melatarbelakangi posisi masing-masing institusi,
serta ketegangan normatif. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
dinamika kontestasi otoritas di tengah proses standarisasi halal nasional, termasuk

bagaimana upaya sentralisasi kebijakan oleh negara berdampak terhadap



kewenangan daerah khusus seperti Aceh, baik dalam hal pelaksanaan, legitimasi,
maupun pengaruhnya terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Ketiga, penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk resistensi dan strategi adaptif yang
dilakukan oleh MPU Aceh dalam merespons dominasi regulasi negara. Hal ini
mencakup analisis terhadap praktik kelembagaan, negosiasi formal dan informal,
serta upaya mempertahankan legitimasi lokal dalam sistem sertifikasi yang semakin
terpusat.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang substansial, baik secara teoritis
maupun praktis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi penting pada diskursus dualisme otoritas dalam konteks halal, khususnya
dalam dinamika hubungan antara negara dan lembaga keagamaan. Penelitian ini
mengkaji pemahaman tentang proses transformasi otoritas keagamaan dari informal
ke formal, dinamika hubungan pusat-daerah dalam konteks otonomi khusus, serta
resistensi otoritas antara negara dan lembaga keagamaan lokal. Secara praktis,
penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan
sertifikasi halal yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional dan lokal,
meningkatkan efektivitas sistem jaminan produk halal, serta memperkuat
koordinasi antar lembaga. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pada upaya penguatan sistem jaminan produk halal yang
memperhatikan berabagai aspek, menjaga keseimbangan otoritas, serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal di

Indonesia.



D. Kajian Pustaka

Dinamika hubungan antara otoritas keagamaan dan negara dalam konteks
sistem jaminan produk halal telah mengalami transformasi signifikan, terutama
setelah pembentukan BPJPH sebagai lembaga negara yang menangani sertifikasi
halal secara nasional. Syafiq Hasyim mengurai bahwa politik halal yang dijalankan
oleh lembaga keagamaan berperan membentuk otoritas keagamaan yang memiliki
legitimasi kuat di mata masyarakat Muslim Indonesia. Otoritas ini pada mulanya
bersifat non-negara (non-state authority) dan berada di luar struktur birokrasi
negara, namun kekuatannya memengaruhi kebijakan publik dan praktik ekonomi
secara luas. Negara kemudian merespons dengan melakukan proses state
institutionalization melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, yang secara formal
memindahkan kewenangan halal ke dalam domain hukum positif negara.'?
Fenomena ini selaras dengan kajian authority contestation dalam teori Max Weber,
yang membedakan antara otoritas tradisional dan kharismatik yang dilekatkan pada
tokoh dan institusi keagamaan dengan otoritas legal-rasional yang dilembagakan
melalui hukum dan regulasi negara. Pergeseran yang diidentifikasi Syafiq dapat
dibaca sebagai proses displacement of authority, di mana otoritas halal bergeser dari
legitimasi berbasis tradisi ke legitimasi berbasis hukum negara. Dalam kerangka
Antonio Gramsci, proses ini juga mencerminkan upaya hegemonisasi negara atas

ranah keagamaan. Negara tidak sekadar mengatur, tetapi mengintegrasikan otoritas

18Hasyim, “The Politics of ‘Halal’: From Cultural to Structural Shariatisation in Indonesia,”
2022, 85-90.



halal ke dalam struktur legal-formal untuk memastikan kontrol atas simbol, makna,
dan ekonomi yang berkelindan dengan isu halal. Proses hegemonisasi ini berjalan
melalui pembentukan regulasi dan lembaga formal, yang secara perlahan
menggeser posisi lembaga keagamaan dari primary authority menjadi mitra teknis
atau aktor pendukung dalam sistem yang dirancang negara.

Meskipun negara berupaya mengkonsolidasi otoritas halal melalui BPJPH,
beberapa penulis seperti L. Jamaa,* A. Dakhoir,®® dan R.W. Hefner®®
mengungkapkan bahwa lembaga keagamaan tetap memiliki pengaruh signifikan
dalam menentukan arah kebijakan halal yang dikeluarkan. Studi-studi ini
menunjukkan bahwa meskipun secara formal otoritas halal berada di tangan negara,
namun legitimasi keagamaan tetap menjadi faktor penting yang tidak dapat
diabaikan dalam implementasi kebijakan halal.

Dalam konteks yang lebih spesifik, menganalisis bagaimana fatwa-fatwa
lembaga keagamaan, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,
tetap memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan masyarakat, misalnya
mengenai penistaan agama, dapat memengaruhi gerakan sosial dan politik di
Indonesia.r” Meskipun fatwa tersebut bukan merupakan kebijakan yang mengikat

hukum, pengaruhnya terhadap masyarakat tetap besar. Dalam konteks Aceh,

¥La Jamaa, “Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and its Contributions to the
Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia,” Indonesian Journal of Islam and Muslim
Societies 8, no. 1 (2018): 29-56, https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56.

5Ahmad Dakhoir, “The Fatwa Authorities of National Syaria Council of Majelis Ulama
Indonesia in Supporting the Principle of Syariah Compliance,” Journal of Legal, Ethical and
Regulatory Issues 22, no. 1 (2019): 3.

8Robert W. Hefner, Shari’a Politics and Democratic Transition, Shari’a Politics: Islamic
Law and Society in the Modern World (Indiana University Press, 2011) 280-318.

"Moch Nur Ichwan, "MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang,” Ma'arif: Arus
Pemikiran Islam dan Sosial, Desember 2016. 87-104.



pengaruh MPU Aceh terhadap kebijakan halal lokal sangat penting, terutama karena
Qanun Aceh memberikan dasar hukum bagi lembaga ini untuk mengatur urusan
halal di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana
MPU Aceh berusaha mempertahankan kewenangan halal yang telah dimilikinya
meskipun ada tekanan dari negara untuk menyerahkan kewenangan tersebut kepada
BPJPH.

Hal ini sejalan dengan temuan Junaidi yang menyoroti dinamika kontestasi
otoritas antara ulama dan negara dalam konteks sertifikasi halal, di mana lembaga
keagamaan tradisional berupaya mempertahankan legitimasinya di tengah upaya
negara mengintegrasikan standar halal ke dalam birokrasi nasional.’® Studi
Aminudin Yakub dan Fitriyani Zein® lebih lanjut mengungkapkan bahwa pasca
penerbitan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meskipun BPJPH
diharapkan menjadi lembaga yang mengkonsolidasikan otoritas halal secara
nasional, konflik antara BPJPH dan lembaga keagamaan lokal masih tetap ada. Tim
Lindsey dalam penelitiannya memperkuat argumen ini dengan menunjukkan
bagaimana lembaga-lembaga keagamaan, meskipun tidak memiliki otoritas formal
seperti BPJPH, tetap memengaruhi kebijakan dan pengelolaan sertifikasi halal di

Indonesia.?°

8Junaidi, “Ulama, Negara, dan Kontestasi Otoritas: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama.” UIN Sunan Kalijaga, 2024, 108-109.

¥Aminudin Yakub and Fitriyani Zein, “The Conflicts of Authority Between Ministries or
Institutions After the Issuance of Law Number 33 the Year 2014 About Halal Product Guarantee,”
Journal of Xi'an University of Architecture & Technology XIll, no. 1l (2020): 1769-80,
https://doi.org/10.37896/jxat12.03/145.

Tim Lindsey, “Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation
of the ‘Islamic Economy,”” Bulletin of Indonesian Economic Studies 48, no. 2 (2012): 253-74,
https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694157.
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Perkembangan teknologi dan media sosial juga turut memengaruhi
dinamika otoritas keagamaan dalam konteks halal. Zaid et al,?* serta Kailani &
Sunarwoto?? dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa munculnya otoritas
keagamaan baru melalui media sosial tidak serta merta menggoyahkan otoritas
keagamaan tradisional. Sebaliknya, lembaga keagamaan tradisional justru mampu
beradaptasi dengan perkembangan ini sambil tetap mempertahankan perannya
dalam isu-isu keagamaan, termasuk dalam konteks sertifikasi halal.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan gambaran
komprehensif mengenai dinamika hubungan antara otoritas keagamaan dan negara
dalam kerangka sistem jaminan produk halal, belum ada kajian yang secara khusus
menyoroti dualisme otoritas antara BPJPH sebagai lembaga negara dan MPU Aceh
sebagai lembaga keagamaan lokal. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi
celah tersebut dengan menelusuri bagaimana dualisme otoritas dalam sertifikasi
halal terbentuk, mengkaji interaksi dan ketegangan kekuasaan antara BPJPH dan
MPU Aceh di tengah kebijakan standarisasi nasional, serta menganalisis
munculnya resistensi dua arah, baik dari pihak otoritas lokal terhadap kebijakan
nasional maupun dari pihak otoritas nasional terhadap praktik yang dijalankan di

tingkat lokal.

Z1Bouziane Zaid et al., “Digital Islam and Muslim Millennials: How Social Media Influencers
Reimagine Religious Authority and Islamic Practices,” Religions 13, no. 4 (2022),
https://doi.org/10.3390/rel13040335.

22Najib Kailani dan Sunarwoto, "Televangalisme Islam dalam Lanskap Otoritas Keagamaan
Baru." dalam Ulama dan Negara Bangsa Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia
(‘Yogyakarta: PusPIDep, 2019) 179-206.
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E. Kerangka Teoritis

Di tengah proses penyeragaman sistem sertifikasi halal secara nasional, kita
dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua daerah tunduk begitu saja terhadap
logika hukum yang dibangun negara. Aceh, sebagai wilayah dengan
kekhususannya, memiliki konstruksi sosial-politik tersendiri yang mengakar kuat
pada otoritas keulamaan. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Aceh tidak sekadar menjadi lembaga fatwa, melainkan simbol otoritas keagamaan
yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Di sisi lain, negara melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) datang dengan sistem hukum
nasional yang ingin mengatur secara terpusat seluruh proses sertifikasi halal,
termasuk domain fatwa dan pengawasan produk.

Tesis ini melihat bahwa persoalan otoritas yang sedang berlangsung dalam
sistem sertifikasi halal merupakan manifestasi dari ketegangan antara dua kerangka
hukum yang berbeda, hukum nasional dan hukum lokal. Ketegangan ini
membentuk apa yang disebut dalam tesis ini sebagai dualisme otoritas, yakni
keberadaan dua institusi yang sama-sama mengklaim legitimasi dalam ruang yang
tumpang tindih. Max Weber menjadi salah satu tokoh penting yang membahas
secara mendalam tentang otoritas. Bagi Weber, otoritas adalah suatu bentuk
kekuasaan yang diakui sebagai sah oleh mereka yang berada di bawahnya.
Keabsahan ini tidak semata-mata soal kekuatan memaksa, melainkan soal
legitimasi yaitu keyakinan bahwa pihak yang memerintah memang berhak untuk
ditaati. Dalam relasi kekuasaan, otoritas bukan hanya soal siapa yang memegang

kendali, tetapi tentang mengapa pihak tertentu dianggap sah untuk memerintah dan
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pihak lain bersedia untuk patuh. Weber membagi bentuk otoritas yang sah
(legitimate authority) menjadi tiga: otoritas legal-rasional, otoritas tradisional, dan
otoritas karismatik. Ketiganya menunjukkan cara yang berbeda dalam membentuk
legitimasi dan pola kepatuhan sosial.?®

Otoritas legal-rasional bersandar pada sistem hukum formal dan
rasionalisasi administrasi modern. Legitimasi dalam model ini dibangun di atas
kepercayaan terhadap aturan hukum yang berlaku umum dan impersonal. Mereka
yang menjalankan otoritas bukan dihormati karena kepribadian atau sejarahnya,
tetapi karena jabatannya yang ditentukan melalui prosedur hukum. Dalam kerangka
ini, legalitas adalah fondasi utama dari klaim sah suatu institusi. Negara modern
dengan struktur birokrasi seperti BPJPH adalah representasi tipikal dari jenis
otoritas ini, keabsahan diperoleh melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
dan sistem administrasi yang terstandardisasi.

Sementara itu, otoritas MPU Aceh tidak dapat secara sempit dikategorikan
sebagai otoritas tradisional semata. Memang, keberadaannya sangat ditopang oleh
norma agama dan legitimasi sosial yang diperoleh dari sejarah panjang keberadaan
ulama sebagai penentu arah kehidupan publik di Aceh. Namun pada saat yang sama,
MPU Aceh juga memiliki dasar legal-rasional yang kuat, karena dilembagakan
secara formal melalui Qanun dan mendapat legitimasi hukum dari Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA).?* Dengan demikian, otoritas MPU Aceh adalah hasil

dari persilangan antara tradisi sosial-keagamaan dan legalitas formal, yang

Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (New York: Oxford
University Press, 1947), 328.

24"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh."
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.
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menjadikannya aktor penting dalam struktur pemerintahan daerah dengan
kekhususan syariat Islam.

Tesis ini juga melihat bahwa ketegangan tersebut mencerminkan bukan
sekadar konflik administratif, tetapi bentuk kontestasi legitimasi yang bersifat
hegemonik. Dalam pemikiran Gramsci, hegemoni bukan hanya dominasi melalui
kekuatan koersif, tetapi terutama melalui persetujuan aktif dari masyarakat terhadap
nilai-nilai yang ditanamkan oleh kelompok dominan.? Pola ini tampak jelas ketika
negara mempraktikkan otoritasnya melalui intervensi di ranah keagamaan, baik
dengan membentuk regulasi formal maupun melalui institusionalisasi lembaga
agama. Qasim Zaman menegaskan bahwa otoritas keulamaan tidak pernah statis,
melainkan selalu dinegosiasikan dalam relasi yang dinamis antara ulama, negara,
dan masyarakat.?® Kontestasi dapat berlangsung secara vertikal, ketika negara
berupaya mengatur agama melalui mekanisme hukum dan lembaga resmi, maupun
secara horizontal melalui kritik dan persaingan antar-ulama. Fenomena ini terlihat
di berbagai konteks, seperti pengawasan negara atas al-Azhar di Mesir, pemerintah
Mesir menempatkan Dar al-Ifta dan al-Azhar di bawah pengawasan negara. Ulama
yang mengeluarkan fatwa di luar kerangka resmi bisa dikenai sanksi, tujuannya
adalah memastikan semua fatwa sejalan dengan kebijakan negara, sekaligus
menekan ulama oposisi. Selanjutnya subordinasi ulama di Pakistan dalam Council
of Islamic Ideology, ulama tradisional yang dulu independen kini berada di bawah

lembaga negara, pemerintah mengangkat anggota dewan, sehingga ada

B Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (New York:
International Publisher, 1971). 148-156.

%Zaman, Muhammad Qasim. The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change.
Princeton University Press, 2010. 27-30.
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kecenderungan mereka mendukung kebijakan pemerintah. Dalam konteks
Indonesia, intervensi negara terwujud pasca-berlakunya UU No. 33/2014 tentang
Jaminan Produk Halal yang menempatkan BPJPH sebagai penyelenggara tunggal
sertifikasi halal, BPJPH meminta MPU Aceh untuk menyesuaikan proses
sertifikasinya dengan standar nasional, meskipun Aceh memiliki kekhususan
hukum melalui UU Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 8/2016. Situasi ini
menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi
juga ruang legitimasi otoritas keagamaan lokal yang berhadapan dengan upaya
sentralisasi kekuasaan negara.

Negara, dalam konteks ini, tidak hanya memaksakan sistem sertifikasi halal
yang sentralistik melalui regulasi, tetapi juga membangun narasi modernitas,
efisiensi, dan nasionalisme hukum sebagai dasar legitimasinya. Sementara itu,
otoritas lokal yang dilembagakan melalui struktur sosial keagamaan tetap
mempertahankan posisinya melalui legitimasi tradisional dan juga legal,
sebagaimana diatur dalam perundang-undangan otonomi daerah. BPJPH, dalam hal
ini dapat dipandang sebagai manifestasi hegemoni negara yang berupaya
mengambil alih dan mengkonsolidasi otoritas halal secara nasional. Syafiq
memperkuat argumen ini dengan menunjukkan adanya centralization of religious
authority, di mana negara secara sistematis mengambil alih peran yang sebelumnya

dipegang oleh otoritas keagamaan daerah.?’

2’Syafiq Hasyim, “The Politics of ‘Halal’: From Cultural to Structural Shariatisation in
Indonesia,” Australian Journal of Asian Law 22, no. 1 (2022): 81-97.
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Namun, hegemoni ini menghadapi tantangan unik di Aceh, di mana Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat
dibanding lembaga serupa di daerah lain. Pierre Bourdieu sebagai salah satu tokoh
sentral dalam memahami dinamika resistensi yang muncul dalam konteks ini, dalam
bukunya Acts of Resistance, Bourdieu menyoroti bagaimana individu dan kelompok
yang tersubordinasi dalam struktur kekuasaan dominan tetap memiliki kapasitas
untuk melawan, tidak selalu melalui perlawanan terbuka dan frontal, melainkan
lewat bentuk-bentuk ekspresi simbolik, budaya, dan kelembagaan. Menurut
Bourdieu, tindakan resistensi tidak hanya merupakan respons terhadap penindasan,
melainkan juga upaya untuk mempertahankan agensi, martabat, dan identitas
kultural. Dalam kerangka ini, resistensi tidak harus diwujudkan dalam bentuk protes
jalanan atau konfrontasi terbuka, tetapi juga bisa hadir melalui simbol-simbol,
narasi, dan strategi kelembagaan yang menentang dominasi secara halus namun
terstruktur.?® Dalam konteks Aceh, tindakan MPU dalam mempertahankan sistem
sertifikasi halal melalui Qanun sebagai bentuk hukum daerah yang memiliki
kekuatan lex specialis, serta pendekatan budaya dan religius yang mengakar kuat
dalam masyarakat Aceh, dapat dipahami sebagai acts of resistance dalam ranah
simbolik, kultural, sekaligus politik. MPU Aceh, alih-alih menolak secara frontal
kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diamanatkan
olen UU No. 33 Tahun 2014, justru menggunakan kekuatan simbolik dan
institusionalnya untuk melanggengkan otoritas lokalnya atas jaminan halal. Hal ini

terlihat dalam strategi MPU Aceh yang tetap menjalankan proses sertifikasi halal

Zpierre Bourdieu, Acts of Resistance (Polity Press, 1998), 102-113.
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melalui LPPOM MPU Aceh dan mempertahankan eksistensi Qanun No. 8 Tahun
2016 sebagai dasar legal operasional. Dalam perspektif Bourdieu, strategi ini
mencerminkan bentuk resistensi yang tidak hanya politis, tetapi juga simbolik di
mana lembaga lokal menolak dominasi negara pusat dengan memanfaatkan kapital
budaya, simbolik, dan institusional yang dimilikinya.

Perspektif Clifford Geertz,?® tentang resistensi sebagai respons terhadap
alienasi tradisi lokal perlu dimodifikasi dalam konteks Aceh. MPU Aceh tidak
sekadar mempertahankan tradisi lokal, tetapi juga menegaskan otoritas formalnya
yang dijamin oleh hukum. Analogi Robert W. Hefner,* tentang interaksi Islam-
Hindu di Tengger memberikan perspektif tambahan yang berharga, dimana MPU
Aceh melakukan adaptasi dengan mempertahankan baik elemen lokalitas maupun
otoritas legalnya dalam menghadapi sistem nasional.

Tesis ini menegaskan bahwa dualisme otoritas dalam sistem sertifikasi halal
di Aceh mencerminkan kompleksitas yang lebih besar dari sekadar konflik pusat-
daerah. Ini adalah pertarungan antara dua lembaga yang sama-sama memiliki
legitimasi hukum, BPJPH dengan mandat nasionalnya dan MPU Aceh dengan
otonomi khususnya. MPU Aceh, dengan legitimasi ganda - syariah, kultural, dan
legal-formal - berhadapan dengan BPJPH yang membawa agenda standardisasi
nasional. Resistensi MPU Aceh terhadap hegemoni BPJPH bukan hanya upaya
mempertahankan otoritas lokal, tetapi juga penegasan atas hak otonomi Khusus

yang dijamin undang-undang.

2C Geertz, The Interpretation of Cultures, ACLS Humanities E-Book (Basic Books, 1973)
150.

%Robert W Hefner, Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam (Princeton University
Press, 2021).
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Perspektif desentralisasi asimetris menjadi penting dalam memahami
kompleksitas hubungan pusat-daerah dalam konteks sertifikasi halal di Aceh.
Charles Tarlton dalam Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism
menekankan bahwa desentralisasi asimetris muncul ketika unit-unit pemerintahan
dalam sebuah sistem memiliki tingkat otonomi yang berbeda.3! Tarlton berargumen
bahwa perbedaan ini seringkali diperlukan untuk mengakomodasi karakteristik
khusus suatu daerah, baik dari segi sejarah, budaya, maupun kondisi sosial politik.
Dalam konteks Aceh, teori ini membantu menjelaskan mengapa MPU Aceh
memiliki legitimasi yang berbeda dibanding lembaga serupa di daerah lain. Dalam
konteks desentralisasi asimetris Indonesia, dualisme ini menunjukkan kompleksitas
implementasi otonomi khusus, dimana kewenangan daerah yang dijamin undang-
undang harus berhadapan dengan kebijakan standardisasi nasional. MPU Aceh,
dengan landasan Qanun dan UUPA, memiliki posisi yang unik dan kuat untuk
mempertahankan otoritasnya dalam sertifikasi halal, menciptakan preseden penting
dalam hubungan pusat-daerah di Indonesia. Dinamika ini akan menentukan tidak
hanya pola hubungan antara kebijakan nasional dan otonomi khusus daerah, tetapi
masa depan sistem jaminan halal di Aceh.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pertengahan maret hingga pertengahan juni

2025 dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan

menggunakan sumber data berupa dokumentasi baik cetak ataupun online berupa

31Charles D. Tarlton, “Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical
Speculation,” The Journal of Politics 27, no. 4 (1965), 861-74.



18

regulasi, laporan, draf putusan, berita, dan hasil wawancara. Creswell menyatakan
bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami
makna yang muncul dari masalah-masalah yang ada di masyarakat.>? Beberapa data
utama dalam penelitian ini adalah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, serta
regulasi berupa Peraturan Pemerintah terkait sertifikasi halal. Selain itu, beberapa
buku induk, jurnal-jurnal, serta refleksi beberapa penelitian hukum, sosiologi,
politik, dan keagamaan di Indonesia juga digunakan sebagai sumber dalam
penelitian ini.

Pengumpulan data merupakan langkah yang ditempuh penulis setelah
membuat desain penelitian yang sesuai dengan masalah dalam penelitian.
Wawancara dilakukan dari kalangan BPJPH berjumlah dua informan, pertama
salah satu ketua deputi bidang dan kedua sekretaris satgas halal wilayah Aceh. Dari
MPU Aceh yaitu ketua MPU Aceh dan ketua LPPOM MPU Aceh. Teknik baca dan
catat juga digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yang diambil dari
buku, media, dokumentasi cetak maupun online, serta laporan hasil penelitian
terdahulu yang relevan. Dengan teknik baca, penulis akan dapat mengetahui apa
yang dimaksudkan dalam suatu dokumen atau sumber data. Dengan membaca
secara komprehensif dan melakukan penelaahan pada sumber data, penulis

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

32John W Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches, Sage Publications (London, 2003), 40.
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Data yang diperoleh dianalisis dengan model deskriptif melalui tiga
tahapan: Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyaring data agar fokus pada
isu yang diteliti, yaitu dualisme otoritas sertifikasi halal, hal ini dilakukan selama
dua minggu. Penyajian data, yaitu memaparkan data untuk kemudian ditelaah dan
diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Penarikan kesimpulan,
yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan
esensi dari data yang telah dikumpulkan.®® Metode di atas digunakan untuk
memastikan hasil penelitian dapat menjelaskan dualisme otoritas dan resistensi dua
arah antara BPJPH dan MPU Aceh serta implikasinya terhadap sistem sertifikasi

halal di Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam enam bab yang
saling terhubung secara tematis dan analitis, guna memberikan pemahaman
komprehensif terhadap isu dualisme otoritas dan resistensi dua arah dalam sistem
sertifikasi halal di Aceh. Adapun uraian setiap bab adalah sebagai berikut: Bab I
merupakan Pendahuluan, yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah,
tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metodologi
penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab Il berjudul Halal dan Dinamika
Otoritas. Bab ini membahas konsep halal dari perspektif keagamaan dan

perkembangannya menjadi ranah regulatif negara, dilanjutkan dengan analisis teori

3Ghony M Junaidi dan Almansur Fauzan, “Metode Penelitian Kualitatif” (Yogyakarta:
Arruz Media, 2012), 45.
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otoritas dan legitimasi, teori hegemoni, serta resistensi. Bab ini juga mengulas
ketegangan antara pusat dan daerah dalam kewenangan sertifikasi halal.

Bab 1l berjudul Konstruksi Otoritas Sertifikasi Halal: Historisitas dan
Transformasi. Bab ini menelusuri awal mula terbentuknya MUI dan MPU Aceh
dalam kerangka sejarah dan politik keislaman, serta menjelaskan bagaimana norma-
norma keagamaan dan regulasi negara membentuk dualisme otoritas dalam jaminan
produk halal. Bab 1V berjudul Sertifikasi Halal dan Perebutan Wacana Otoritas:
Aceh di Tengah Standarisasi Nasional. Fokus pembahasan bab ini adalah pada
konflik dua kerangka hukum antara Qanun Aceh dan regulasi nasional, serta
dinamika negosiasi dan disharmoni yang muncul dalam praktik sertifikasi halal.
Bab V berjudul Penegasan Otoritas dan Resistensi Dua Arah. Bab ini membahas
respons dan resistensi otoritas lokal terhadap upaya sentralisasi otoritas halal oleh
negara, serta resistensi negara terhadap otoritas halal lokal. Di dalamnya juga
diuraikan bentuk negosiasi regulatif yang berlangsung serta implikasinya terhadap
tata kelola dan ekologi halal di daerah. Bab VI adalah Penutup, yang memuat
kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang dapat ditawarkan sebagai
masukan konstruktif untuk memperbaiki sistem sertifikasi halal, khususnya dalam

konteks Aceh.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa dualisme otoritas dalam sistem sertifikasi
halal di Aceh berakar pada dualisme hukum yang melandasi operasional dua
lembaga utama: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di tingkat
nasional dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di tingkat lokal. Di satu
sisi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU
JPH) menjadi fondasi bagi standardisasi nasional oleh BPJPH. Di sisi lain, Undang-
Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh memberikan dasar hukum
yang sah dan konstitusional bagi kewenangan MPU Aceh. Ketegangan antara dua
payung hukum ini melahirkan kontestasi otoritas yang bukan hanya administratif,
tetapi bersifat paradigmatik dan politis.

Penelitian ini menemukan beberapa poin kesimpulan. Pertama, perubahan
regulasi yang diusung melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja memperkuat sentralisasi wewenang sertifikasi halal pada BPJPH. Ketentuan
dalam Pasal 48 memperjelas bahwa proses administratif sertifikasi merupakan
ranah negara, sementara peran lembaga keulamaan seperti MPU Aceh dibatasi pada
aspek penetapan fatwa. Ketentuan ini secara substansial menggeser posisi LPPOM
MPU Aceh yang sebelumnya mendapat legitimasi formal melalui Qanun Aceh No.
8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Akibatnya, terjadi
ketegangan regulatif yang menciptakan tumpang tindih kewenangan serta

ketidakpastian hukum di tingkat pelaksanaan.
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Kedua, Dinamika otoritas halal ini mencerminkan perebutan legitimasi
negara dan daerah dalam mengatur ruang keagamaan, di mana otoritas religius
bergeser menjadi instrumen regulatif negara. Resistensi MPU Aceh bukan hanya
upaya mempertahankan otoritas syariat, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap
dominasi negara dalam mendefinisikan dan mengawasi nilai-nilai religius yang
sebelumnya menjadi domain otonom komunitas lokal. Keberadaan dua sistem
sertifikasi halal yang berjalan paralel menimbulkan ambiguitas hukum, karena
sertifikat LPPOM MPU Aceh tidak otomatis diakui secara nasional dan hanya
BPJPH yang memiliki legitimasi formal di pasar. Kondisi ini menempatkan pelaku
usaha Aceh dalam dilema, sekaligus menegaskan ketidaksetaraan institusional
antara otoritas lokal dan sistem nasional.

Ketiga, dualisme ini tidak dapat dimaknai sekadar sebagai benturan
kebijakan, melainkan sebagai gejala dari resistensi dua arah antara otoritas pusat
dan daerah. BPJPH menunjukkan resistensinya terhadap otoritas lokal melalui
berbagai strategi desimilasi, yakni upaya penyeragaman tanpa konfrontasi langsung
seperti pelatihan berskala nasional, sosialisasi regulasi pusat, dan pembangunan
sistem informasi halal terintegrasi. Strategi ini tidak hanya dimaksudkan untuk
menciptakan normalisasi baru atas otoritas tunggal negara dalam ruang sertifikasi
halal, tetapi juga untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar halal
internasional melalui standardisasi nasional yang terpusat. Di sisi lain, MPU Aceh
merespons melalui  bentuk resistensi simbolik dan birokratis, seperti
mempertahankan penggunaan logo halal versi Aceh dan terus menjalankan sistem

sertifikasi lokal melalui LPPOM MPU Aceh, meskipun tidak diakui secara
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nasional. Resistensi ini juga mencerminkan bahwa proyek standarisasi halal oleh
negara tidak berjalan dalam ruang yang steril dari relasi kuasa. Aktor lokal yang
memiliki legitimasi hukum dan simbolik meresponsnya dengan menghidupkan
kembali narasi kekhususan syariat, sehingga membentuk praktik kontra-hegemonik
terhadap dominasi negara.

Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah klaim negara atas
otoritas tunggal sertifikasi halal, tetap terdapat ruang negosiasi yang dimainkan oleh
kedua aktor tersebut. Resistensi ini bersifat aktif, terstruktur, dan berakar pada
legitimasi hukum dan sosial yang kokoh. Dengan demikian, dualisme otoritas
dalam sistem sertifikasi halal tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan
administratif atau prosedural, melainkan memerlukan pengakuan terhadap
dinamika kekuasaan, simbolisme keagamaan, dan kompleksitas hukum dalam
konteks negara yang menjanjikan desentralisasi namun masih meneguhkan
sentralisme.

B. Saran

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam memahami
relasi otoritas antara negara dan lembaga keagamaan lokal, khususnya dalam
konteks sertifikasi halal di Aceh. Dengan menjadikan BPJPH dan MPU Aceh
sebagai objek, penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme otoritas halal tidak
hanya soal regulasi, tetapi juga soal klaim legitimasi, kepentingan, dan pengaruh
kekuasaan. Penelitian ini menyarankan agar kajian selanjutnya dapat menggali
lebih dalam melalui pendekatan lapangan, terutama bagaimana pelaku usaha,

konsumen, dan masyarakat secara umum merespons dua lembaga ini dalam praktik
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sertifikasi halal. Perbandingan langsung antara proses sertifikasi oleh BPJPH dan
LPPOM MPU Aceh juga penting untuk melihat sejauh mana efektivitas dan
penerimaan sosial dari masing-masing lembaga.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelusuri dinamika
internal kedua lembaga, termasuk strategi resistensi, adaptasi, dan negosiasi yang
terjadi di balik kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberi
gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan kuasa, otoritas, dan legitimasi

dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia, khususnya Aceh.
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